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1.1 [bookmark: _bookmark11]Latar Belakang Masalah

Ditresnarkoba atau Direktorat Reserse Narkoba adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam penanganan kasus narkotika. Tugasnya melibatkan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Keberadaan Ditresnarkoba sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika terhadap individu dan sosial. Penanganan yang efektif terhadap kasus narkotika oleh Ditresnarkoba menjadi kunci dalam melawan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang dapat timbul akibat penyalahgunaan zat tersebut.
Penangkapan 26 pelaku penyalahguna narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dalam rentang waktu 48 hari dari 22 Februari hingga 9 April 2024 menggarisbawahi tantangan dan kinerja pegawai dalam menangani kasus narkoba. Dalam periode tersebut, aparat berhasil mengungkap 19 kasus dengan barang bukti substansial, termasuk 38,53 kg sabu, 205,36 gram ganja, dan
193 butir ekstasi. Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Bahtiar Marpaung, menyebutkan bahwa barang bukti yang disita mencerminkan berbagai jaringan sindikat narkoba yang terlibat, seperti Asahan-Medan, Aceh-Langkat, Aceh-Medan-Palu, dan Aceh-Medan-Jakarta. Modus operandi pelaku termasuk
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menyembunyikan sabu di celana dalam dan koper menunjukkan kreativitas dalam upaya penyelundupan. Kinerja pegawai Ditresnarkoba dalam mengidentifikasi dan menindak sindikat narkoba ini menyoroti keberhasilan mereka dalam memerangi peredaran narkoba, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dan kesulitan yang mereka hadapi dalam tugas sehari-hari (Mawarni, 2024).
Kinerja pegawai di Ditresnarkoba memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan tugas-tugas penegakan hukum terkait narkotika. Dalam lingkungan yang penuh tekanan dan risiko tinggi seperti penanganan kasus narkotika, kinerja yang baik dari para pegawai Ditresnarkoba menjadi kunci dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika, menangkap para pelaku, serta mencegah masuknya narkotika ke dalam masyarakat. Kinerja yang optimal dari pegawai Ditresnarkoba membutuhkan dedikasi tinggi, keahlian investigasi yang mendalam, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta integritas yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang diambil oleh pegawai Ditresnarkoba memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat terlarang. Oleh karena itu, penting bagi pegawai Ditresnarkoba untuk menjaga kinerja yang optimal guna mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan efektif.
Kinerja pegawai merupakan hasil akhir dari proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen penting. Pertama-tama, tujuan yang ditetapkan oleh organisasi menjadi landasan bagi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian, umpan balik yang diberikan, baik dalam bentuk evaluasi rutin maupun umpan balik sehari-hari, memainkan peran kunci dalam membantu pegawai
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memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan tersebut dan apa yang dapat diperbaiki. Namun, komitmen individu juga memiliki dampak yang signifikan. Pegawai yang berkomitmen tinggi terhadap mencapai tujuan organisasi cenderung lebih mungkin untuk berusaha maksimal dan meningkatkan kinerja mereka (Locke, 2019).
Ditresnarkoba Polda Sumut menghadapi sejumlah masalah terkait dengan kinerja pegawainya yang dapat menjadi fenomena menarik untuk dipahami. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kompleksitas tugas penanganan kasus narkotika yang memerlukan tingkat keahlian dan dedikasi tinggi. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika melibatkan penyelidikan yang rumit, penangkapan pelaku, dan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang. Tingginya tekanan dan risiko dalam melibatkan diri dalam kasus-kasus narkotika dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik pegawai Ditresnarkoba. Selain itu, sumber daya terbatas, baik dari segi personel maupun fasilitas, dapat menjadi kendala serius dalam menjalankan tugas dengan optimal. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan waktu tanggap dalam menangani kasus- kasus narkotika. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memotivasi pegawai dengan baik dan memberikan dukungan yang memadai dapat mempengaruhi tingkat komitmen individu dalam menjalankan tugas-tugasnya (Hasil Observasi, 2024).
Tabel 1.1.
Hasil Pra Survei Kinerja Pegawai

	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Saya  merasa  hasil  kerja  saya  secara
	12
	40,00
	18
	60,00





	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	
	kuantitas memuaskan dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
	
	
	
	

	2
	Saya merasa hasil kerja saya secara kualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan.
	11
	36,67
	19
	63,33

	3
	Saya merasa hasil kerja saya selalu tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
	14
	46,67
	16
	53,33


Sumber: Hasil Pra Survei

Berdasarkan hasil pra survei kinerja pegawai Ditres Narkoba Polda Sumut, terlihat bahwa mayoritas pegawai merasa tidak puas dengan hasil kerja mereka baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Sebanyak 60% pegawai merasa hasil kerja mereka secara kuantitas tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, 63,33% merasa kualitas kerja mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan, dan 53,33% merasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah signifikan dalam kinerja pegawai yang mungkin dipengaruhi oleh faktor budaya kerja, pelatihan yang kurang memadai, dan tingkat kepuasan kerja yang rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas dan efisiensi operasional Ditres Narkoba Polda Sumut, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam memberantas narkoba.
Masalah yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Sumut terkait dengan kinerja pegawainya mencakup beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pengaruh budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja. Salah satu masalah yang muncul



adalah kurangnya kesesuaian antara budaya kerja di lingkungan Ditresnarkoba dan kebutuhan khusus tugas penanganan kasus narkotika. Budaya kerja yang tidak mendukung penuh pengembangan keahlian investigatif dan manajemen stres yang diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkotika dapat menghambat kinerja pegawai (Hasil Observasi, 2024).
Tabel 1.2.
Hasil Pra Survei Budaya Kerja

	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Saya merasa budaya kekuasaan di tempat kerja saya mendorong efisiensi dan efektivitas kerja.
	13
	43,33
	17
	56,67

	2
	Saya merasa budaya peran di tempat kerja saya memberikan kejelasan dan tanggung jawab yang jelas dalam pekerjaan saya.
	15
	50,00
	15
	50,00

	3
	Saya merasa budaya tugas di tempat kerja saya mendorong kolaborasi dan penyelesaian tugas dengan baik.
	16
	53,33
	14
	46,67


Sumber: Hasil Pra Survei

Berdasarkan hasil pra survei mengenai budaya kerja di Ditres Narkoba Polda Sumut, terlihat adanya perbedaan pandangan di antara pegawai terkait efektivitas budaya kerja yang diterapkan. Sebanyak 56,67% pegawai merasa bahwa budaya kekuasaan di tempat kerja mereka tidak mendorong efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, pendapat pegawai terbagi sama rata (50%) mengenai apakah budaya peran memberikan kejelasan dan tanggung jawab yang jelas dalam pekerjaan. Meski demikian, mayoritas pegawai (53,33%) merasa bahwa budaya tugas di tempat kerja mereka mendorong kolaborasi dan penyelesaian tugas



dengan baik. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakjelasan dalam beberapa aspek budaya kerja, yang dapat menghambat kinerja pegawai secara keseluruhan. Kurangnya dorongan dari budaya kekuasaan dan kejelasan dari budaya peran dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kurangnya motivasi dalam bekerja, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi dalam penanggulangan narkoba.
Selain itu, kekurangan pelatihan yang spesifik dan berkualitas dalam penanganan narkotika juga menjadi masalah yang signifikan. Tugas kompleks di bidang ini membutuhkan pengetahuan yang terus-menerus diperbarui dan meningkatkan keterampilan investigasi. Kurangnya pelatihan yang memadai dapat membatasi kemampuan pegawai untuk beradaptasi dengan perkembangan baru dalam dunia narkotika, sehingga mempengaruhi kualitas penanganan kasus (Hasil Observasi, 2024).
Tabel 1.3.
Hasil Pra Survei Pelatihan

	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Saya merasa pelatihan yang diberikan meningkatkan kinerja saya dalam menjalankan tugas.
	14
	46,67
	16
	53,33

	2
	Saya merasa pelatihan yang diberikan meningkatkan keterampilan saya dalam pekerjaan.
	13
	43,33
	17
	56,67

	3
	Saya merasa pelatihan yang diberikan meningkatkan kepercayaan diri saya dalam menjalankan tugas.
	15
	50,00
	15
	50,00


Sumber: Hasil Pra Survei



Berdasarkan hasil pra survei mengenai pelatihan di Ditres Narkoba Polda Sumut, terlihat bahwa banyak pegawai merasa pelatihan yang diberikan belum efektif dalam meningkatkan kinerja mereka. Sebanyak 53,33% pegawai merasa pelatihan tidak meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas, 56,67% merasa pelatihan tidak meningkatkan keterampilan mereka, dan 50% merasa pelatihan tidak berpengaruh pada kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas. Fenomena ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang ada saat ini belum berhasil memenuhi kebutuhan pegawai untuk pengembangan kompetensi dan kepercayaan diri. Ketidakefektifan pelatihan ini bisa berdampak negatif pada kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dengan optimal dan dapat menghambat pencapaian tujuan Ditres Narkoba Polda Sumut dalam pemberantasan narkoba. Penting bagi organisasi untuk meninjau dan memperbaiki program pelatihan agar lebih relevan dan bermanfaat bagi pegawai.
Tingkat kepuasan kerja pegawai juga menjadi perhatian penting. Beban kerja yang tinggi, tekanan emosional, dan sumber daya terbatas dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang rendah dapat berdampak negatif pada motivasi, komitmen, dan kinerja pegawai, serta meningkatkan risiko kelelahan dan kehilangan potensi sumber daya manusia yang berharga (Hasil Observasi, 2024).
Tabel 1.4.
Hasil Pra Survei Kepuasan Kerja

	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Saya	merasa	puas	dengan	gaji	dan
	16
	53,33
	14
	46,67





	No.
	Pernyataan
	Setuju
	Tidak Setuju

	
	
	F
	%
	F
	%

	
	penghargaan finansial yang saya terima di tempat kerja.
	
	
	
	

	2
	Saya merasa puas dengan hubungan yang saya miliki dengan rekan kerja dan atasan saya.
	13
	43,33
	17
	56,67

	3
	Saya merasa puas dengan kesempatan pengembangan dan peningkatan karier yang diberikan di tempat kerja.
	12
	40,00
	18
	60,00


Sumber: Hasil Pra Survei

Berdasarkan hasil pra survei mengenai kepuasan kerja di Ditres Narkoba Polda Sumut, terlihat bahwa banyak pegawai merasa tidak puas dengan berbagai aspek pekerjaan mereka. Meskipun 53,33% pegawai merasa puas dengan gaji dan penghargaan finansial yang mereka terima, terdapat 56,67% pegawai yang tidak puas dengan hubungan mereka dengan rekan kerja dan atasan, serta 60% pegawai yang tidak puas dengan kesempatan pengembangan dan peningkatan karier yang diberikan. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah serius dalam hal kepuasan kerja, khususnya terkait hubungan interpersonal dan kesempatan pengembangan karier. Ketidakpuasan ini dapat berdampak negatif pada motivasi dan kinerja pegawai, serta meningkatkan risiko turnover. Oleh karena itu, penting bagi Ditres Narkoba Polda Sumut untuk mengevaluasi dan memperbaiki aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja guna meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan.
Penting untuk menjembatani kesenjangan ini dengan strategi yang mencakup peningkatan budaya kerja yang mendukung, peningkatan pelatihan khusus narkotika, dan peningkatan kepuasan kerja melalui manajemen yang baik.



Dengan membangun budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, kejelasan peran, dan pemberian tanggung jawab yang jelas, pegawai akan lebih termotivasi dan efisien dalam menjalankan tugas mereka. Peningkatan pelatihan yang fokus pada keterampilan dan pengetahuan khusus terkait narkotika akan meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga mereka lebih percaya diri dan efektif dalam penegakan hukum. Selain itu, dengan memperhatikan kepuasan kerja melalui penghargaan yang adil, hubungan kerja yang harmonis, dan kesempatan pengembangan karier yang jelas, pegawai akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Implementasi strategi ini di Ditresnarkoba Polda Sumut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut serta faktor budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja dalam mempengaruhinya dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Kerja, Pelatihan, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ditresnarkoba Polda Sumut”.


1.2 [bookmark: _bookmark12]Identifikasi Masalah
Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah penelitian ini adalah:
1. Kompleksitas tugas penanganan kasus narkotika yang memerlukan tingkat keahlian dan dedikasi tinggi menjadi tantangan utama. Tingginya tekanan



dan risiko dalam melibatkan diri dalam kasus-kasus narkotika dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik pegawai.
2. Sumber daya terbatas, baik dari segi personel maupun fasilitas, menjadi kendala serius dalam menjalankan tugas dengan optimal. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan waktu tanggap dalam menangani kasus-kasus narkotika. Ketidakmampuan untuk memberikan dukungan yang memadai dapat mempengaruhi tingkat komitmen individu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. Aspek budaya kerja juga menjadi masalah, terutama ketidaksesuaian antara budaya kerja di Ditresnarkoba dengan kebutuhan khusus tugas penanganan kasus narkotika. Budaya kerja yang tidak mendukung penuh pengembangan keahlian investigatif dan manajemen stres dapat menghambat kinerja pegawai.
4. Kurangnya pelatihan yang spesifik dan berkualitas dalam penanganan narkotika menjadi masalah signifikan. Tugas kompleks di bidang ini membutuhkan pengetahuan yang terus-menerus diperbarui dan meningkatkan keterampilan investigasi. Kurangnya pelatihan yang memadai dapat membatasi kemampuan pegawai untuk beradaptasi dengan perkembangan baru dalam dunia narkotika.
5. Tingkat kepuasan kerja pegawai menjadi perhatian penting. Beban kerja yang tinggi, tekanan emosional, dan sumber daya terbatas dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang rendah dapat berdampak negatif pada motivasi, komitmen, dan kinerja pegawai, serta



meningkatkan risiko kelelahan dan kehilangan potensi sumber daya manusia yang berharga.


1.3 [bookmark: _bookmark13]Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk membatasi fokus penelitian agar tidak meluas, dimana dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pengaruh budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut.


1.4 [bookmark: _bookmark14]Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut?
2. Apakah	pelatihan	berpengaruh	terhadap	kinerja	pegawai	pada Ditresnarkoba Polda Sumut?
3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut?
4. Apakah budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut?



1.5 [bookmark: _bookmark15]Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut.
4. Untuk mengetahui budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Ditresnarkoba Polda Sumut.


1.6 [bookmark: _bookmark16]Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yang substansial dengan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori organisasi. Dengan memfokuskan pada pengaruh budaya kerja, pelatihan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antar variabel-variabel tersebut. Analisis mendalam terhadap hubungan ini



dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi dinamika organisasi secara keseluruhan.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan organisasi yang lebih efektif. Pemimpin dan manajer di Ditresnarkoba Polda Sumut dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang kebijakan yang mendukung budaya kerja positif, meningkatkan efektivitas program pelatihan, dan memastikan kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga alat praktis bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan  kondisi  kerja  dan  kinerja  pegawai  secara  konkret
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